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Abstract
The purpose of this research is to describe and evaluate the

distribution of soft loan on small and medium enterprises in Tering District
West Kutai, as well as to find the factors that support and hinder the
enterprise. This research uses a qualitative descriptive with Interactive
Model developed by Miles and Huberman, while research conducted in the
District Tering. From the research it is showed that, not all small and
medium businesses could take advantage of this assistance.
Keywords: Distribution of Credit Assistance, Small & Medium
Enterprises, West Kutai

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan

mengevaluasi, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat Evaluasi Penyaluran Bantuan Kredit Bergulir Pada Usaha
Kecil dan Menengah di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat . Metode
yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif dengan Analis data yang
digunakan adalah Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan
Huberman, adapun penelitian dilakukan di Kecamatan Tering. Dari hasil
penelitian, penyaluran bantuan usaha kredit bergulir ditinjau dari aspek
mekanisme/prosedur yang ditetapkan, ternyata menunjukkan indikasi
birokrasi, sehingga tidak semua pelaku usaha kecil menengah
memanfaatkan bantuan tersebut.
Kata Kunci : Penyaluran, Bantuan Kredit, Usaha kecil Menengah,
Kutai Barat

Pada era otonomi daerah, pemerintah telah melakukan berbagaiupaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.Berbagai program telah dilakukan, baik melalui Program PenanggulanganKemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM) maupun melalui bantuan dana bergulir yang disalurkanpada usaha kecil dan menengah, dengan harapan dapat memperbaiki danmeningkatkan kehidupan masyarakat atau dapat hidup lebih layak,sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 padapasal 33 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak memperoleah hidup yanglebih layak.Dalam konteks ekonomi makro bahwa pengembangan perekonomianrakyat amatlah penting bagi pembangunan nasional, karena itu cukup
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beralasan jika mendapat perhatian yang lebih besar. Meningkatnya urgensipembangunan ekonomi kerakyatan (usaha kecil) menjadi sesuatu hal yangperlu diperhitungkan, karena pembangunan ekonomi kerakyatan dapatmenjadi katup pengaman (safety belt) bagi masalah-masalah sosial ekonomiseperti penyediaan peluang kerja, penampung terakhir tenaga-tenaga kerjayang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan sebagainya. (Thoha,(2000:6)Di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat  terdapat 101 unit UKM,yang tersebar di kampung dan masing-masing memiliki produk yang berbedadan mayoritas berada di Kampung Tering Seberang dimana terdapat pusatkerajinan, pencucian mobil/motor, penjahit pakaian, rumah makan (food
shop), toko (stores), salon kecantikan, depo air mineral, bengkel, transportasi,perikanan dan perkebunan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Kutai Barat sebagai pemegang otoritas yang menyalurkanbantuan modal usaha pada pelaku usaha kecil dan menengah, diharapkandapat bertindak atau melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan demikianpenyalurkan bantuan modal usaha tepat sasaran.
Pengertian Evaluasi Kebijakan PublikEvaluasi kebijakan merupakan penilaian suatu aktivitas yangdirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyaiperbedaan-perbedaan yang bersifat penting dalam spesifikasi obyeknya,teknik pengukurannya dan metode analisisnya. Evaluasi dapat diartikansebagai usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakansesuai dengan apa yang diinginkan ataukah tidak (Moekijat, 2001:180).Evaluasi kebijakan menurut Samudro (1998) dilakukan untuk mengetahui :1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensikebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama,dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, keduaevaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap keduadisebut evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasidampak kebijakan, dengan demikian studi evaluasi kebijakan (Sudiyono,1998) merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehinggakonsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dalam penelitianini yang menjadi objek evaluasi kebijakan publik adalah kebijakanpenyaluran bantuan kredit bergulir yang ada di Kecamatan Tering,Kabupaten Kutai Barat. Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh manaefektivitas dari penyaluaran bantuan tersebut.
Pelayanan Publik: Definisi dan ParadigmaPelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhankebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara danpenduduk atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yangdisediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentinganpublik”. Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara
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pelayanan publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan yang harusdilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapanpublik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayananpublik. Setiap manusia memerlukan alat-alat yang dapat mendukungkehidupannya. Alat-alat tersebut dapat berupa barang dan jasa bahkankepedulian terhadap sesama maupun lingkungan yang keseluruhannyadisebut kebutuhan. Menurut Moenir 2004 : 182) pelayanan umum, adalahsegala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh InstansiPemerintah Pusat,  Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha MilikNegara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upayapemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan adalah setiap tindakanatau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yangpada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikanapapun. Sedangkan menurut  Widodo,  (2007 : 26 pelayanan publik dapatdiartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang ataumasyarakat yang mepunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuaidengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayananpublik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemberi jasa denganpenerima jasa. Dalam hal ini sebagai pemberi pelayanan, adalah pejabat/pegawai Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidangpelayanan umum.Henry (dalam Thoha, 2006) menyarankan untuk memahami lebihjauh tentang pelayanan publik dalam perspektif administrasi negara,sebaiknya dipahami melalui paradigma. Paradiga dimaksud merupakan value
system, konstruksi dan evaluasi ilmu pengetahuan mensyaratkan komitmenterhadap suatu sistem nilai yg memungkinkan kita mengevaluasi reliabilitasdari suatu ilmu pengetahuan. Melalui paradigma akan diketahui ciri-ciri daripelayanan publik. Paradigma dalam pelayanan publik sangatlah bermanfaatkarena dengan begitu seseorang akan mengetahui tempat dimana bidangkajian ini dipahami dalam tingkatannya yang sekarang. Perkembanganparadigma pelayanan publik diawali dengan administrasi publik lama atau
old public administration, yang kemudian mengalami perkembangan menujuparadigma kedua yaitu paradigma New Public Management (NPM),selanjutnya berkembang menjadi paradigma New Public Service (NPS).

Usaha Kecil  dan Menengah dan Perkembangannya.Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustriandijelaskan bahwa yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatanekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggipenggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan denganproses pengolahan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yangdigunakan sebagai dasar acuan dari pada Departemen Perindustrian, yaitu:
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usaha kecil dan menengah adalah rangkaian kegiatan ekonomi yang meliputipengolahan, pengerjaan, pengubahan, perbaikan bahan baku atau barangsetengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untukpemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas.Menurut Biro Pusat Statistik (2008 :53) usaha kecil dan menengahadalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan19 (sembilan belas) orang tenaga yang terdiri dari pekerja kasar yangdibayar, pekerja pemilik dan  pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dengandemikian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan industri, sub sektorusaha kecil dan menengah dan kerajinan rakyat diharapkan mempunyaiperan strategis, yaitu sebagai penggerak utama peningkatan lajupertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilaimasyarakat.Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 519/K.2271/2003, TentangPetunjuk Teknis Pinjaman Bergulir Kredit Modal Usaha bagi pelaku usahamikro kecil dan menengah (UMKM) dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat,dikatakan bahwa yang dimaksud industri mikro/kecil adalah usaha produktifmilik perorangan dan atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi KriteriaUsaha Mikro. Pada kebijakan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksudusaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yangdilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan anakperusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataumenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengahatau usaha besar.Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diperoleh gambaran yanglebih lengkap mengenai pengertian usaha kecil dan menengah, sehinggadapat disimpulkan bahwa baik usaha kecil dan menengah merupakan suatuusaha yang dilakukan oleh pelaku usaha (masyarakat), dan masing-masingusaha mempunyai kriteria dan ruang lingkup yang berbeda.Pada era pembangunan seperti sekarang ini telah banyak upayapembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yangperhatian dengan pengembangan usaha usaha kecil dan menengah. Hanyasaja, upaya pemberdayaan yang dilakukan kepada  usaha usaha kecil danmenengah sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Dalamkonteks itulah menurut Assauri (dalam Kuncoro, 2004 : 318) untukmengembangkan interorganizational proses dalam pembinaan usaha mikro.Meski demikian dalam praktek struktur jaringan dalam kerangka organisasipembinaan usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk inkubator bisnisPKPK (Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil), walaupun ide dasar pembentukanlembaga tersebut berasal dari institusi lain dan diharapkan dapat berfungsisebagai wadah pengembangan usaha mikro menjadi tangguh.Dalam hal ini usaha mikro sebagai pilar utama untuk pembangunanekonomi kerakyatan. UKM dengan kontribusinya yang begitu besar terhadapketahanan ekonomi daerah maupun nasional perlu mendapat dukungan,perlindungan dari pemerintah sehingga dapat lebih berkembang. Sedangkan
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perangkat hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Dengandisahkan Undang-Undang tersebut membuat UkM lebih terjamin daripraktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
Evaluasi Penyaluran Bantuan Kredit Bergulir Pada Usaha Kecil Dan
Menengah Di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat
Mekanisme Penyaluran Bantuan Usaha Kredit BergulirPenyaluran bantuan kredit bergulir adalah suatu fasilitasi kreditsecara simultan yang diberikan pemerintah daerah sebagai investasi ataumenambah modal usaha guna menunjang kegiatan terutama untuk usahakecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produksi sehingga  mampumeningkatkan daya saing di pasar. Program tersebut  diarahkan untukmendorong dan menumbuhkembangkan sektor ekonomi kerakyatan(mikro), sehingga ke depan usaha tersebut dapat berkembang ataumengalami kemajuan yang lebih baik dan mampu menopang kehidupan dankesejahteraan masyarakat.Fakta menunjukkan bahwa secara implementatif penyaluran kreditbergulir yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Barat khususnya diKecamatan Tering sebagaimana yang diatur berdasarkan Keputusan BupatiKutai Barat nomor 519/K.2271/2003, tentang petunjuk teknis pinjamanbergulir kredit modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan  menengah(UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Peraturan Bupati KutaiBarat, nomor 58 tahun 2013, tentang pengelolaan kredit modal usaha mikrokecil dan menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.Diharapkan dengan dikeluarkan kebijakan tersebut dapat mendorong parapelaku usaha kecil dan menengah dapat berkembang dan memberikankontribusi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.Sehubungan hal tersebut maka perlu proses yang panjang atau melaluimekanisme yang ditetapkan.Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyaluran kreditbergulir pada usaha kecil dan menengah ditinjau secara prosedural ataumekanisme yang ditetapkan termasuk birokratis, karena pelaku usahadihadapkan oleh jalur birokrasi yang panjang. Meski demikian tidakmenyurutkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkannya.Justru para pelaku usaha terus berjuang untuk mendapatkannya mengingatkredit bergulir dinilai sangat membantu para pelaku usaha kecil danmenengah, selain pembayarannya lebih longgar dan bunganya relatif kecil.Oleh karena itu pada kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh pelakuusaha kecil den menengah, mengingat selama ini terbentur minimnya modalkerja. Dengan bantuan modal usaha melalui kredit bergulir tersebut dapatmenambah modal kerja.
Transparansi Petugas dalam Menyalurkan Bantuan
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Transparansi merupakan bentuk keterbukaan antara penyelenggarapenyalur bantuan kredit bergulir dengan pelaku usaha kecil dan menengah.Hal tersebut sebagai manifestasi untuk menghindarkan adanya image
negative dari berbagai pihak, sehingga penyaluran bantuan kredit bergulirdapat dilaksanakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaipenerima bantuan merasa senang, dan dibalik itu sebagai penyelenggara jugadapat menghindarkan persepsi negatif. Oleh karena itu seiring dengantransparansi petugas dalam penyaluran bantuan kredit bergulir, maka perluadanya parameter yang jelas sehingga dapat terukur. Dalam hal inipengukuran transfaransi dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut :1. Prosedur/tata cara pelayanan umum; 2. Persyaratan pelayanan umum,baik teknis maupun administratif; 3. Unit kerja dan atau pejabat yangberwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum; 4.Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum; 5. Hak dan kewajiban, baik daripemberi maupun penerima pelayanan umum, berdasarkan bukti-buktipenerimaan pemohon dan kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikanproses pelayanan umum; 6. Perlakuan petugas dalam memberikan layanan;7. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.Berdasarkan parameter yang disebutkan diatas sangat jelas bahwasebagai penyelenggara/penyalur bantuan kredit bergulir dalammelaksanakan tugas hendaknya dapat memenuhi criteria yang disebutkan.Dalam arti, ketika petugas penyalur bantuan kredit bergulir dapat bertindaksesuai kriteria dimaksud  artinya petugas/penyelenggara dapat dikatakanmemenuhi transparansi.Dari hasil observasi menunjukkan bahwa secara aplikatif penyaluranbantuan kredit bergulir ditinjau dari aspek transparansi meskipun kurangberjalan efektif, tetapi tindakan yang dilakukan penyelenggara termasukcukup baik atau tindakan yang dilakukan memenuhi kriteria yangditetapkan. Misalnya terkait dengan keadilan dan kesamaan hak, bahwasetiap pelaku usaha kecil dan menengah mempunyai hak untuk mendapatkanperlakuan yang sama, tetapi faktanya terdapat sebagian kecil yang mendapatperlakuan yang lebih istimewa.
Kepastian/Ketepatan Waktu Dalam Pengurusan BantuanKepastian dan ketepatan waktu penyaluran bantuan kredit bergulirmerupakan suatu harapan setiap pelaku usaha kredit  kecil dan menengah.Sebagai pelaku usaha industri kecil dan menengah tentunya berharapbantuan tersebut dapat diterima  lebih cepat dan tidak dihadapkan pada jalurbirokrasi yang panjang dan berbelit-belit, sehingga tidak menimbulkankeresahan diantara pelaku usaha. Jika terjadi kelambatan akan membawakonsekuansi terhadap pengorbanan, baik waktu maupun  tenaga.Fakta menunjukkan bahwa penyaluran bantuan kredit bergulir diKecamatan Tering ditinjau dari indikator kepastian/ketepatan waktu dalampengurusan bantuan tidak selalu tepat atau tidak sesuai dengan yangdiharapkan. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa penyaluran bantuan
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kredit bergulir pada pelaku usaha industri kecil dan menengah, kadangterlambat dari waktu yang dijadwalkan. Meskipun penyaluran bantuan tidakselalu tepat  waktu  bukan berarti bantuan tersebut tidak tepat sasaran,hanya saja bantuan yang disampaikan kurang sesuai jadwal yang ditetapkan.Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengurusan bantuankredit bergulir ditinjau dari aspek kepastian/ketepatan waktu, tidak selalutepat  waktu atau sesuai yang dijanjikan petugas. Untuk pengurusan bantuankredir bergulir diperlukan waktu yang tidak menentu atau tidak adanyakepastian/ketepatan waktu yang ditentukan, sehingga para pelaku usahaindustri kecil dan menengah harus menunggu dalam waktu tidak menentu.Dari hasil temuan dan obserasi di objek penelitian secara garis besardapat dijelaskan sebagai berikut :a. Tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas sehinggapenyaluran bantuan kredit bergulir terjadi ketidakpastian dalampenyalurannya, meski demikian bantuan yang disampaikan tepatsasaran, hanya saja perlu waktu lama.b. Ketidaktepatan waktu dalam penyaluran bantuan kredit bergulir padapelaku usaha kecil dan menengah disebabkan oleh jalur birokrasi yangpanjang, karena banyaknya pihak yang terlibat, dan kurangnya faktorpenunjang yang memadai  terutama jumlah petugas pelaksana yangterbatas, yang tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha yang adadidaerah tersebut.
Efektivitas Penyaluran Bantuan Pada Kelompok SasaranDalam hal ini yang dimaksud penyaluran bantuan kredit berguliradalah suatu fasilitasi kredit modal kerja atau investasi yang disediakanpemerintah untuk membantu usaha kecil dan menengah agar  dapatdimanfaatkan dan digunakan untuk membiayai usaha produktif. Sesuaitujuannya bahwa program tersebut untuk menumbuh kembangkan sektorekonomi kerakyatan, sehingga ke depan mampu berkembang. Karena itupemerintah Kabupaten Kutai Barat  telah mengeluarkan kebijakan melaluiKeputusan Bupati Kutai Barat nomor 519/K.2271/2003, tentang petunjukteknis pinjaman bergulir kredit modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecildan  menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat danperaturan bupati kutai barat, nomor 58 tahun 2013, tentang pengelolaankredit modal usaha mikro kecil dan menengah (UKM) dalam wilayahKabupaten Kutai Barat.Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyaluran bantuanusaha kredit bergulir secara aplikatif menghadapi kendala sehinggapenyaluran bantuan kredit bergulir kurang efektif. Sebenarnya sangatdisayangkan, sebab pemberian bantuan usaha tersebut mempunyaikontribusi bagi pelaku usaha kecil dan menengah, karena dalampelaksanaannya mengalami permasalahan yang dapat menimbulkan masalahmaka demi kelanjutan kebijakan program tersebut perlu dikaji secarasubstantif sehingga penyaluran bantuan usaha melalui kredit bergulir dapat
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berjalan efektif dan memberikan nilai manfaat yang berarti bagi pelaku usahaindustri kecil dan menengah.
Manfaat yang Dirasakan Pelaku UsahaKebijakan penyaluran bantuan kredit bergulir yang dilakukanpemerintah Kabupaten Kutai Barat diharapkan dapat membawa perubahanyang berarti bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Meskipun dalamperkembangannya terjadi berbagai masalah, tetapi secara implisit pemberianbantuan tersebut sangat membantu bagi pelaku usaha kecil dan menengah,bahkan memberikan nilai manfaat untuk menunjang pengembangan usaha.Mengingat selama ini faktor modal usaha sering dikeluhkan oleh pelakuusaha kecil dan menengah, karena terbatasnya modal usaha yang dimilikisehingga tidak mampu meningkatkan daya saing dengan pelaku usaha lainyang memiliki modal usaha yang besar. Dikeluarkan kebijakan PemerintahKabupaten Kutai Barat yang menyalurkan bantuan melalui kredit bergulir,nampaknya disambut baik oleh para pelaku usaha kecil dan menengah.Artinya modal usaha yang sering dikeluhkan selama ini maka dengan adanyapenyaluran bantuan modal usaha melalui kredit bergulir dapat memberikankontribusi yang berarti untuk menunjang kelancaran dan pengembanganusaha. Meski demikian kesemuanya itu sangat tergantung pada   kemampuanpelaku usaha dalam memanfaatkannya.Dari beberapa pendapat  menunjukkan bahwa pemberian pinjamanmelalui kredit bergulir, bukan hanya untuk meningkatkan nilai investasi,tetapi dapat menambah nilai barang yang akan diproduksi, sehingga dapatmemperkuat permodalan bagi pelaku usaha  kecil dan menengah. Dengandemikian penyaluran bantuan usaha melalui kredit bergulir mempunyai artipenting bagi pelaku usaha akecil dan menengah dalam rangka menambahmodal usaha bahkan dapat meningkatkan kemandirian usaha. Hal lain yangdapat dirasakan bagi pelaku usaha adalah meningkatkan kelompok usahabersama yang memiliki usaha serupa sehingga mampu meningkatkan dayasaing di segment pasar dan pada gilirannya akan memberikan dampakpeningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.
Pengawasan Terhadap Bantuan Modal Usaha Yang DisalurkanPengawasan penting dilakukan untuk mengetahui mengenai kegiatantersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan berikut sasarannya.Demikian halnya kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan kreditbergulir, tentunya untuk memastikan apakah secara implementatif sesuaikebijakan atau tidak. Dalam kaitannya dengan penyaluran bantuan usahakredit bergulir maka ada beberapa hal yang perlu diawasi antara lain :1. Pelaku UKM ketika membayar angsuran setiap bulannya ke Bank Kaltimwajib mengkopi tanda bukti setoran, kemudian diberikan   ke KecamatanTering serta diberikan kepada Dinas Perindagkop dan UKM sebagaiarsip.
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2. Dinas Perindagkop dan UKM akan melakukan monitoring sebagai upayapengawasan kepada kreditur UKM, yaitu monitoring langsung dikampung pada masing – masing kecamatan.Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa soalpengawasan penyaluran bantuan usaha kepada pelaku usaha telah dilakukantermasuk efektif. Terindikasi oleh tindakan yang dilakukan petugaspengawas, bukan hanya melihat hasil laporan tertulis, tetapi jugamendengarkan informasi yang disampaikan pelaku usaha yag menerimabantuan. Pengawasan yang dilakukan mulai dari prosedur penyaluran,pendataan terhadap pelaku usaha, besarnya bantuan yang disalurkan, danhasil laporan yang dibuat oleh pelaksana.
Faktor-faktor yang mendukung penyaluran Bantuan Usaha Kredit
Bergulir di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat antara lain:a. Keputusan Bupati Kutai Barat nomor 519/K.2271/2003, tentangpetunjuk teknis pinjaman bergulir kredit modal usaha bagi pelaku usahamikro kecil dan  menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten KutaiBarat.b. Peraturan Bupati Kutai Barat, nomor 58 tahun 2013, tentang pengelolaankredit modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam wilayahKabupaten Kutai Barat.c. Surat Keputusan Kerjasama Bupati Kutai Barat dengan  BankPembangunan Daerah Cabang Melak Kalimantan TimurNo. 052/26/Pemkab-KB/VII/2004 dan 021/BPP-PTS/PRJ/VIII/2004 tentangkerjasama pelaksanaan pinjaman dana begulir.d. Adanya komitmen Bupati  Kutai Barat beserta jajarannya yang kuatuntuk membangun perekonomian kerakyatan agar mampumeningkatkan daya saing disegmen pasar melalui program  penyalurankredit bergulir pada pelaku usaha kecil dan menengah.e. Kondusifnya stabilitas keamanan dan ketertiban Kecamatan TeringKabupaten Kutai Barat.
Faktor-faktor yang menghambat antara lain :a) Terbatasnya modal usaha yang dimiliki pelaku usaha kecil dan menengahsehingga tidak mampu meningkatkan hasil produksinya yang lebihbanyak dan meningkatkan daya saing  di segmen pasar pada pelakuusaha yang memiliki modal yang lebih besar.b) Terbatasnya tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai bidangusahanya sehingga kurang mampu menghasilkan hasil produksi yangsesuai kebutuhan konsumenc) Terbatasnya sarana/fasilitas kerja yang digunakan sebagai faktorproduksi sehingga hasil produksi yang dihasilkan kurang memiliki dayatarik konsumen.
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d) Panjangnya jalur birokrasi untuk mendapatkan bantuan usaha kreditbergulir, sehingga kurang mendorong minat pelaku usaha untukmemanfaatkan peluang yang disediakan pemerintah kabupaten.
e) Banyaknya peminat kredit modal UKM sehingga Dinas Perindagkop danUKM tidak dapat mengakomodir semua masyarakat karena keterbatasandana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dan dikarenakan sebagianmasih bergulir dimasyarakat.
KesimpulanDari hasil penelitian yang dikemukakan pada hasil penelitian, makapenulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :1. Penyaluran bantuan usaha kredit bergulir yang dilakukan DinasPerindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat kepada pelaku usaha kecildan menengah di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat adalahsebagai berikut :a. Mekanisme penyaluran bantuan usaha kredit bergulir diatur dalamKeputusan Bupati Kutai Barat Nomor 519/K.2271/2003, TentangPetunjuk teknis pinjaman bergulir kredit modal usaha bagi pelakuusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam wilayah KabupatenKutai Barat. Ditinjau dari hasil survey lapangan bahwa hasilobservasi menunjukkan bahwa pemberian bantuan modal usahamelalui kredit bergulir sangat membantu dalam penguatan modalUMKM.b. Transparansi petugas dalam menyalurkan bantuan kredit modalusaha menunjukkan hasil indikasi lebih terbuka dalam penyaluranbantuan, baik keterbukaan dalam besaran dana maupun distribusibantuan yang disalurkan. Ditinjau dari hasil survey lapanganmenunjukkan bahwa dalam hal transparansi penyaluran bantuankredit  bergulir nampak jelas bahwa secara aplikatif belumsepenuhnya sesuai kualifikasi yang diharapkan, tetapi secaraaplikatif penyaluran bantuan kredit bergulir ditinjau daritransparansi termasuk cukup baik.c. Ketepatan waktu dalam pengurusan bantuan modal usaha kreditbergulir ternyata kurang efektif atau tidak sesuai waktu yangdijanjikan. Karena dihadapkan oleh jalur birokrasi yang panjang,sehingga penyaluran bantuan terlepas dari waktu yangdirencanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey lapanganbahwa pengurusan bantuan kredit bergulir ditinjau dari aspekkepastian/ketepatan waktu, tidak selalu tepat  waktu atau sesuaidengan yang dijanjikan petugas.d. Efektifitas penyaluran bantuan pada kelompok sasaran usaha kreditbergulir menunjukkan hasil kurang efektif,  fakta menunjukkan darihasil wawancara warga penduduk kampung bahwa bantuan usaha
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kredit bergulir secara aplikatif menghadapi kendala sehinggapenyaluran bantuan kredit bergulir kurang efektif.e. Manfaat bantuan usaha bagi pelaku UKM melalui kredit bergulirmemberikan nilai yang berarti pada pelaku usaha kecil danmenengah.f. Pengawasan terhadap bantuan modal usaha yang disalurkan sudahdilakukan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan pengelolaanmodal usaha,2. Secara umum berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa evaluasipenyaluran  bantuan kredit bergulir pada pelaku usaha kecil danmenengah di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat adalah kurangefektif dikarenakan tidak adanya standar operasional prosedur yangjelas sehingga penyaluran bantuan kredit bergulir terjadi ketidakpastiandalam penyalurannya, kemudian ketidaktepatan waktu dalampenyaluran bantuan kredit bergulir pada pelaku usaha kecil danmenengah di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.
Saran-saranBerdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulismencoba  memberikan saran-saran  sebagai berikut :1. Mengingat bahwa prosedur penyaluran kredit bergulir pada UMKM diKecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, terdapat ketidakpastian dalampenyaluran bantuan kredit, maka peneliti menyarankan perlu adanyastandar operasional pada dinas perindustrian perdagangan koperasi danUKM di Kabupaten Kutai Barat dalam hal prosedur penyaluran bantuankredit.2. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam hal penyaluran bantuankredit UMKM seperti Kepala Desa, Kecamatan Tering dan PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat, yang letakgeografis dan jarak tempuh cukup jauh sehingga memerlukan waktulama dalam pengurusan kredit bergulir pada UMKM, maka hendaknyabirokrasi bisa lebih disederhanakan melalui verifikasi pihak Kecamatandan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM KabupatenKutai Barat.
Daftar PustakaKuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi,Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.Moenir, H.A.S. 2004. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, CetakanPertama. Jakarta: Bumi Aksara.Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.Moekijat. 2001. Manajemen Kepegawaian. Bandung CV.Mandar Maju._______. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV  Mandar Maju.
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